BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 65
TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :a.bahwa dalam upaya Keseragaman Tarif Pelayanan

Mengingat

i1

Kesehatan di Puskesmas guna membantu kelancaran
proses pelayanan yang maksimal, sehingga Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan
Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir,Kabupaten Siak, Kabupaten Krimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terahir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4286);
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.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;

13.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2016

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 tahun
2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
(1) Setiap Penduduk merupakan sasaran pelayanan kesehatan berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilayani oleh tenaga
kesehatan dan sarana kesehatan.

(2) Komponen sasaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 terdiri dari ;

o

Seluruh peserta JKN KIS baik PBI (Penerima Bantuan luran)
maupun Non PBI (Non Penerima Bantuan Iuran)

Seluruh pasien pada saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Penderita Gizi Kurang dan Gizi Buruk.

Seluruh Pelayanan Program sesuai Pasal 8 ayat (1) poin b

oo

2. Ketentuan dalam pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan di pelayanan
kesehatan dasar dan tingkat lanjutan adalah dengan menunjukkan :

a. Kartu JKN/KIS

b. KK/KTP Rokan Hulu

c. Identitas lain yang diperlukan

3. Ketentuan dalam pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8

(1) Besarnya Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas sebagai berikut:

a. Untuk semua pelayanan pembagian jasa pelayanan 60% dan
Operasional 40%.

b. Dikecualikan terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak dipungut biaya, namun tetap dimasukkan dalam
Register Kunjungan, seperti Pelayanan Program:

1. TBC
2. HIV






